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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem transliterasi Arab latin 

berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI No. 158/1987 dan No. 0543 

b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis 

kata- kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata 

Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam 

kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar 

pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif - Tidak dilambangkan ا 

 - Bā B ب

 - Tā T ت

 Śā S s (dengan titik ث
diatasnya) 

 - Jīm J ج

 Hā H h (dengan titik di ح
bawahnya) 

 - Khā Kh خ

 - Dal D د

 Żal Z z (dengan titik di ذ
atasnya) 

 - Rā R ر

 - Zai Z ز

 - Sīn S س 

 - Syīn Sy ش 

 Şād Ş s (dengan titik di ص
bawahnya) 

 Dād D d (dengan titik di ض
bawahnya) 

 Ţā T t (dengan titik di ط
bawahnya) 

 Zā Z z (dengan titik di ظ
bawahnya) 

 Ain ‗ koma terbalik (di atas) ‗ ع

 



vi 

 

 - Gain G غ

 - Fā F ف

 - Qāf Q ق

 - Kāf K ك

 - Lām L ل

 - Mīm M م

 - Nūn N ن

 - Wāwu W و

 - Hā H ه

 Hamzah ′ apostrof, tetapi lambang ء
ini 
tidak dipergunakan di 
awal kata 

 - Yā Y ي
 

B. Konsonan Rangkap  

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap. 

Contoh: 

حمدية أ   ditulis Ahmadiyyah 

C. Tā’Marbūtah di akhir kata 

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah 

terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya. 

Contoh: جماعة ditulis jamā‘ah 

2. Bila dihidupkan ditulis t  

Contoh:  كرامة الأولياء ditulis karāmatul-auliyā′ 

D. Vokal  

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal 

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1. Vokal Tunggal  

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat,Fathah 

ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u 

Contoh : بتك 
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2. Vokal Panjang 

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-

masing dengan tanda hubung ( - ) di atasnya. 

3. Vokal Rangkap/Diftong 

Vokal Rangkap/Diftong Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya 

berupa gabungan antara harakat dan huruf,Fathah + yā tanpa dua titik yang 

dimatikan ditulis ai Fathah + wāwu mati ditulis au. 

E. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan  

apostrof ( ′ ) 

Contoh:  أأنتم ditulis a′antum  مؤنث ditulis mu′annaś 

F. Kata Sandang Alif + Lam 

Kata sandang berupa “al” ( لا ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di 

awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jala>lah yang berada di tengah-tengah 

kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh 

berikut ini:  

1. Al-Imām al-Bukhāriy mengatakan … 

2. Al-Bukhāriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan …  

3. Masyā’ Allah kana wa ma lam yasya’ lam yakun.  

4. Billah ‘azza wa jalla  

5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al- 

 Contoh:   القرآن  ditulis Al-Qura′ān 

6. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf 1 diganti dengan huruf syamsiyah yang 

mengikutinya. Contoh: الشيعة ditulis asy-Syī‛ah 

G. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)  

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama 

baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.  

H. Kata Sandang “لا “  

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis 

dengan menggunakan huruf “l ”. 
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I. Huruf Besar/Kapital 

Huruf Besar/Kapital Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf 

kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa 

Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) 

yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, 

dll. 

J. Kata dalam rangkaian frasa atau kalimat 

1. Ditulis kata per kata, atau 

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut. Contoh: 

 ditulis Syaikh al-Islām atau Syakhul-Islām شيخ  الإسلام 
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―Tidak ada yang mustahil bagi orang yang terus berjuang 

dan percaya pada diri sendiri. ― 
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ABSTRAK 

Wafa Alfida. 1520029. 2025. Upaya Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Masyarakat 

Prasejahtera Di Kabupaten Pekalongan (Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten 

Pekalongan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Iuran 

Jaminan Kesehatan Yang Bersumber  Dari Anggaran  Pendapatan Dan Belanja Daerah). 

Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri 

(UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.  

Pembimbing : Syarifa Khasna, M.Si.  

Penelitian ini membahas Upaya Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi 

Masyarakat Prasejahtera Di Kabupaten Pekalongan (Berdasarkan Peraturan Bupati 

Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan 

Iuran Jaminan Kesehatan Yang Bersumber  Dari Anggaran  Pendapatan Dan Belanja 

Daerah). Beradasarkan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yan berbunyi: “Negara 

bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan 

umum yang layak.”  Hal tersebut tersebut menunjukan bahwa semua orang termasuk 

masyarakat prasejahtera berhak mendapatkan manfaat dan layanan kesehatan melalui 

program pemberian bantuan iuran jaminan kesehatan yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun pada praktiknya, masih terdapat 

berbagai tantangan dan hambatan yang dialami oleh masyarakat prasejahtera mengakses 

layanan kesehatan yang layak di Kabupaten Pekalongan.  

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis upaya pemenuhan hak atas kesehatan 

bagi masyarakat prasejahtera di Kabupaten Pekalongan (Berdasarkan Peraturan Bupati 

Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan 

Iuran Jaminan Kesehatan Yang Bersumber  Dari Anggaran  Pendapatan Dan Belanja 

Daerah) dan untuk menganalisis akibat hukum jika tidak terpenuhinya hak atas kesehatan 

bagi masyarakat prasejahtera. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah : yuridis empiris dengan 

pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pemangku 

kebijakan, masyarakat prasejahtera yang ada di Kabupaten Pekalongan dan observasi 

langsung ke Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Kantor BPJS di Kabupaten Pekalongan. 

Data sekunder merupakan data Pustaka yang mencakup dokumen-dokumen publikasi 

tentang hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemenuhan hak atas kesehatan bagi 

masyarakat prasejahtera di Kabupaten Pekalongan masih belum sepenuhnya memenuhi 

faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor lingkungan dan masyarakat, 

serta faktor kebudayaan yang ada pada faktor-faktor dalam keberlakuan hukum.  

Kata Kunci : Keberlakuan Hukum, Hak Atas Kesehatan, Masyarakat Prasejahtera.  
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ABSTRACT  

 

Wafa Alfida. 1520029. 2025. Efforts to Fulfill the Right to Health for Underprivileged 

Communities in Pekalongan Regency (Based on Regent Regulation of Pekalongan 

Regency Number 6 of 2020 concerning the Implementation of Health Insurance 

Contribution Assistance Fund Sourced from Regional Revenue and Expenditure Budget). 

Thesis, State Administrative Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic 

University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.  

Advisor: Syarifa Khasna, M.Sc.  

This research discusses the efforts to fulfill the right to health for underprivileged 

communities in Pekalongan Regency (based on Regent Regulation of Pekalongan 

Regency Number 6 of 2020 concerning the Implementation of Health Insurance 

Contribution Assistance Fund sourced from the Regional Revenue and Expenditure 

Budget). Based on Article 34 paragraph (3) of the 1945 Constitution which states: "The 

state is responsible for providing adequate health service facilities and public service 

facilities." This indicates that everyone, including underprivileged communities, has the 

right to benefit from and access health services through a health insurance contribution 

assistance program sourced from the Regional Revenue and Expenditure Budget 

(APBD). However, in practice, there are still various challenges and obstacles faced by 

underprivileged communities in accessing proper health services in Pekalongan Regency.  

The purpose of this study is to analyze efforts to provide the right to health for 

underprivileged communities in Pekalongan Regency (Based on the Regulation of the 

Regent of Pekalongan Regency Number 6 of 2020 concerning the Implementation of 

Provision of Health Insurance Contribution Assistance Sourced from the Regional 

Revenue and Expenditure Budget) and to analyze the legal consequences if the right to 

health for underprivileged communities is not fulfilled.  

The method used in this research is empirical juridical with a qualitative approach. 

Primary data was obtained through interviews with policymakers, underprivileged 

communities in Pekalongan Regency, and direct observation at the Social Service, Health 

Service, and BPJS Office in Pekalongan Regency. Secondary data consists of library data, 

including published documents on law. The results indicate that the fulfillment of the 

right to health for underprivileged communities in Pekalongan Regency has not fully met 

the factors of legal enforcement, facilities and infrastructure, community and 

environment, and cultural factors within the scope of legal validity.  

Keywords: Legal Validity, Right to Health, Underprivileged Communities. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan memperjelas hak 

dan kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang 

teratur bagi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Pemberian 

pelayanan kesehatan dan perlindungan terhadap kebutuhan dasar kesehatan 

merupakan landasan ketahanan nasional, termasuk jaminan kesehatan yang terbuka 

bagi seluruh wajib pajak atau pemerintah.1 Sebagai bagian dari pemerataan layanan 

kesehatan, pemerintah telah mulai menggalakkan program-program yang menyasar 

masyarakat kurang mampu untuk memastikan bahwa semua orang memiliki akses 

yang adil dan merata terhadap layanan kesehatan. 

Permasalahan yang sangat penting dalam sistem  pelayanan kesehatan di 

Indonesia adalah masalah kemiskinan dan lemahnya kontrol  pemerintah untuk 

menjamin masyarakat mendapatkan pelayanan  kesehatan yang memadai. Hal ini 

disebabkan oleh ketimpangan pendapatan ekonomi masyarakat yang semakin 

parah. Meskipun masyarakat  yang mampu secara ekonomi dapat mengakses dan 

memilih layanan kesehatan  sesuai keinginan mereka, hal ini tidak berlaku bagi 

pasien tanpa jaminan sosial atau bagi masyarakat miskin.2 Undang-Undang Nomor 

24 Tahun 2011 mengatur bahwa jaminan sosial nasional diselenggarakan oleh 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang terdiri dari BPJS Kesehatan dan 

BPJS Ketenagakerjaan.  

Berdasarkan data dari buku Kabupaten Pekalongan dalam Angka 2024, 

jumlah penduduk di Kabupaten Pekalongan sebanyak 1.007.384 jiwa. Dari jumlah 

tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pekalongan mencatat bahwa 

8,95% di antaranya masuk kategori penduduk prasejahtera. Penduduk prasejahtera 

sendiri menurut BPS adalah penduduk yang memiliki rata-rata peingeiluaran peir 

 
1 Junianto, Rekonstruksi Perlindungan Hukum Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Penerima 

Bantuan Iuran (PBI) Berbasis Nilai Keadilan, (Semarang : Perpustakaan UNISULA, 2022), 16. 
2 Harun, Moh Ikbal, Kebijakan Pemerintah Dalam Pelayanan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan 

Iuran Berbasis Keadilan Sosial Di Kota Yogyakarta, Vol. 10, No. 2, (Yogyakarta : Jurnal Jurisprudence, 

2020), 202.  
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kapita/bulan di bawah garis ke imiskinan.3 Adapun rata-rata pengeluaran per 

kapita/bulan tahun 2024 penduduk Pekalongan agar tidak masuk kategori miskin 

adalah Rp505.520. Hal ini berarti sebanyak 81,72 ribu jiwa penduduk di Kabupaten 

Pekalongan pengeluaran per bulannya kurang dari Rp505 ribu atau di bawah garis 

kemiskinan.4 

Gambar 1.1. Profil Keimiskinan Kabupatein Pe ikalongan Tahun 2011-20245 

 

Be irdasarkan Peiraturan Peimeirintah Reipublik Indoneisia Nomor 101 Tahun 

2012 teintang Peine irima Bantuan Iuran Jaminan Keise ihatan, Bantuan Iuran Jaminan 

Ke ise ihatan yang seilanjutnya diseibut Bantuan Iuran adalah Iuran Program Jaminan 

Ke ise ihatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu yang dibayar oleih Pe imeirintah. 

Pe ine irima Bantuan Iuran Jaminan Keise ihatan yang seilanjutnya diseibut PBI Jaminan 

Ke ise ihatan adalah Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu seibagai peise irta program 

jaminan keise ihatan. Peise irta peine irima bantuan iuran jaminan keise ihatan (PBI APBD) 

BPJS Ke ise ihatan tidak peirlu meimbayar iuran seitiap bulannya, seibab iuran akan 

dibayarkan oleih pe imeirintah daerah meinggunakan APBD. Untuk dike itahui, daftar 

pe ineirima PBI BPJS  Ke ise ihatan meingacu pada Data Teirpadu Keise ijahteiraan Sosial 

(DTKS) Ke ime inteirian Sosial (Keimeinsos).6 

 
3 Satria S Pamungkas. Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2024 di Kabupaten Pekalongan, 

(Pekalongan : BPS Jateng, 2024). https://www.panturapost.com/ekonomi/2074937992/jumlah-penduduk-

miskin-tahun-2024-di-kabupaten-pekalongan-berkurang-62-ribu-

jiwa#:~:text=Berdasarkan%20data%20dari%20buku%20Kabupaten,Pekalongan%20sebanyak%201.007.

384%20jiwa. (dikutip pada Kamis, 8 Agustus 2024). 
4 Satria S Pamungkas, “Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2024 di Kabupaten Pekalongan 

Berkurang 6,2 Ribu Jiwa,” Pekalongan : Pantura Post, (2024) 
5 pekalongankab.bps.go.id/id 
6 https://kemensos.go.id/pemerintah-tingkatkan-kualitas-data-pbi-jk (Senin, 26 Agustus 2024) 

https://www.panturapost.com/ekonomi/2074937992/jumlah-penduduk-miskin-tahun-2024-di-kabupaten-pekalongan-berkurang-62-ribu-jiwa#:~:text=Berdasarkan%20data%20dari%20buku%20Kabupaten,Pekalongan%20sebanyak%201.007.384%20jiwa
https://www.panturapost.com/ekonomi/2074937992/jumlah-penduduk-miskin-tahun-2024-di-kabupaten-pekalongan-berkurang-62-ribu-jiwa#:~:text=Berdasarkan%20data%20dari%20buku%20Kabupaten,Pekalongan%20sebanyak%201.007.384%20jiwa
https://www.panturapost.com/ekonomi/2074937992/jumlah-penduduk-miskin-tahun-2024-di-kabupaten-pekalongan-berkurang-62-ribu-jiwa#:~:text=Berdasarkan%20data%20dari%20buku%20Kabupaten,Pekalongan%20sebanyak%201.007.384%20jiwa
https://www.panturapost.com/ekonomi/2074937992/jumlah-penduduk-miskin-tahun-2024-di-kabupaten-pekalongan-berkurang-62-ribu-jiwa#:~:text=Berdasarkan%20data%20dari%20buku%20Kabupaten,Pekalongan%20sebanyak%201.007.384%20jiwa
https://kemensos.go.id/pemerintah-tingkatkan-kualitas-data-pbi-jk
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Gambar 1.2. Grafik Distribusi Peise irta JKN KIS Kabupate in Pe ikalongan7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribusi peise irta Jaminan Keise ihatan Nasional Kartu Indoneisia Seihat (JKN 

KIS) Kabupate in Pe ikalongan beirdasarkan se igmeintasi teirdiri dari 553.625 jiwa 

meirupakan pe iseirta PBI (Pe ine irima Bantuan Iuran) APBN, se ibanyak 223.229 jiwa 

PBI APBD, se ibanyak 131.530 jiwa peise irta PPU (Pe ike irja Peine irima Upah), 82.380 

jiwa meirupakan PBPU (Pe ike irja Bukan Pe ineirima Upah), dan 14.493 jiwa masuk 

kateigori Bukan Peike irja (BP).8 Dari data teirse ibut 917.223 jiwa masyarakat di  

Kabupatein Peikalongan yang teirgolong masyarakat praseijahteira beilum seipe inuhnya 

meindapatkan bantuan iuran jaminan keise ihatan seisuai de ingan peinyeile inggaraan 

pe imbeirian bantuan iuran jaminan keise ihatan daeirah. Maka peinting bagi peimeirintah 

daeirah untuk meilakukan eivaluasi teirhadap pe ilaksanaan peimbe irian bantuan iuran 

jaminan keise ihatan daeirah seisuai deingan Pe iraturan Bupati Peikalongan Nomor 6 

Tahun 2020 teintang Peilaksanaan Peimbeirian Bantuan Iuran Jaminan Keise ihatan 

Dae irah Yang Beirsumbeir Dari Anggaran dan Beilanja Daeirah. 

Pe irmasalahan administrasi dan sisteim informasi yang kurang teirinteigrasi 

meinjadi hambatan yang meinye ibabkan banyak peise irta keihilangan status 

ke iaktifannya. Seipe irti yang dialami oleih Ibu Mila, se ilaku masyarakat praseijahteira 

yang teilah teirdaftar namun keitika akan me inggunakan manfaat PBI APBD de ingan 

pe iriksa kei Puske ismas teirnyata keipeise irtaannya seibagai peine irima PBI APBD sudah 

 
7 https://peikalongankab.go.id/weibsitei/beirita/3006-capaian-uhc-kabupatein-peikalongan-99-67 

8 Aristiana, Capaian UHC Kabupaten Pekalongan 99,67%, Pekalongan, (2024),  

(Https://Pekalongankab.Go.Id/Website/Berita/3006-Capaian-Uhc-Kabupaten-Pekalongan-99-67, Diakses 

Pada 25 Juli 2024. 

553.625

223.229

131.530

82.380

14.493

PBI APBN

PBI APBD

PPU

PBPU

BP



 

4 

 

tidak aktif seihingga tidak bisa digunakan dan dikeinakan tarif peilayanan seibe isar 

Rp10.000,-. Me iskipun tarif peilayanan yang dikeinakan teirbilang reindah, teitap 

meinjadi beiban bagi masyarakat praseijahteira yang sudah teirhimpit seicara eikonomi.9 

Kondisi se ipeirti ini meinunjukkan bahwa peilaksanaan PBI APBD yang beilum 

be irhasil ini meineigaskan peirlunya eivaluasi meinyeiluruh teirhadap proseis 

impleimeintasi program, teirmasuk aspeik pe ingeilolaan data, distribusi dana, dan 

pe ingawasan keibeirlangsungan manfaat.  

Bupati Peikalongan teilah meine itapkan Peiraturan Bupati Nomor 6 Tahun 

2020 teintang Pe ilaksanaan Pe imbeirian Bantuan Iuran Jaminan Keise ihatan Daeirah 

Yang Beirsumbe ir Dari Anggaran Peindapatan Dan Beilanja Daeirah. Dalam peiraturan 

ini, dijeilaskan bahwa Peimbeirian bantuan Iuran Jaminan Keise ihatan Daeirah 

be irtujuan untuk meiningkatkan akseis dan mutu peilayanan keise ihatan bagi 

masyarakat miskin dan tidak mampu di wilayah Daeirah meilalui keipe ise irtaan dalam 

program Jaminan Keise ihatan Daeirah.  

Pe iraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 diharapkan dapat meinjadi instrumein 

yang e ifeiktif untuk meimastikan bahwa masyarakat praseijahteira dapat meindapatkan 

layanan keise ihatan yang meire ika butuhkan. Dinas Ke ise ihatan se ibagai pihak yang 

meingusulkan peine irima PBI APBD teirutama orang-orang dari golongan 

prase ijahteira agar meimiliki akseis yang sama dan adil kei layanan keise ihatan. Oleih 

kareina itu, pe ineilitian ini beirtujuan untuk me inganalisis Upaya Pe imeinuhan Hak Atas 

Ke ise ihatan Bagi Masyarakat Praseijahteira Di Kabupatein Pe ikalongan (Berdasarkan 

Pe iraturan Bupati Kabupaten Peikalongan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan 

Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Daerah Yang Bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah).  

B. Rumusan Masalah 

Be irdasarkan uraian dari latar beilakang yang teilah dipaparkan, maka peinulis 

meirumuskan pe irmasalahan seibagai beirikut : 

1. Bagaiman Upaya Peimeinuhan Hak Atas Ke ise ihatan Bagi Masyarakat Praseijahteira 

Di Kabupatein Pe ikalongan (Berdasarkan Pe iraturan Bupati Kabupaten Pe ikalongan 

Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Iuran Jaminan 

 
9 Wawancara dengan ibu Mila : Masyarakat prasejahtera di kelurahan pekajangan kecamatan 

kedungwuni, 16 Juni 2024. 
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Kesehatan Daerah Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

daerah)? 

2. Bagaimana akibat hukum jika tidak terpenuhinya hak atas kesehatan bagi 

masyarakat prasejahtera di Kabupaten Pekalongan? 

C. Tujuan Penelitian 

Be irdasarkan uraian rumusan masalah yang te ilah dikeimukakan diatas, maka 

tujuan dari peine ilitian ini adalah : 

1. Untuk meinganalisis upaya peime inuhan hak atas keise ihatan bagi masyarakat 

prase ijahteira di Kabupatein Pe ikalongan (Berdasarkan Peiraturan Bupati Kabupaten 

Pe ikalongan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Iuran 

Jaminan Kesehatan Daerah Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja daerah) 

2. Untuk mengenalisis akibat hukum jika tidak terpenuhinya hak atas kesehatan 

bagi masyarakat prasejahtera di Kabupaten Pekalongan. 

D. Kegunaan Penelitian 

Pe inulis sangat beirharap seimoga peineilitian ini beirguna:  

1. Ke igunaan Teioritis 

a) Me inge imbangkan ilmu yang dipeirole ih se ilama peirkuliahan dan 

meimbandingkan antara teiori dan prakteik program seisuai Hukum 

Tataneigara.  

b) Se ibagai karya peineilitian yang meingeimbangkan peimbahasan dan peimikiran 

pe ineiliti.  

c) Me impeilajari leibih lanjut teintang peine igakan Pe iraturan Bupati Peikalongan 

Nomor 6 Tahun 2020 seibagai upaya peimeinuhan hak atas keise ihatan bagi 

masyarakat praseijahteira di Kabupatein Pe ikalongan.  

2. Ke igunaan Praktis  

a. Me imbeirikan masuikan peimikiran di bidang huikuim pada uimu imnya dan pada 

khuisuisnya te intang peine igakan Peiratuiran Buipati Peikalongan Nomor 6 Tahuin 

2020 se ibagai uipaya peime inuihan hak atas keise ihatan bagi masyarakat 

prase ijahteira di Kabuipatein Pe ikalongan.  

b. Uintuik meimbeirikan peimbeiritahuian dan informasi bagi masyarakat luias 

teintang peine igakan Peiratuiran Buipati Peikalongan Nomor 6 Tahuin 2020 
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se ibagai uipaya peimeinuihan hak atas keise ihatan bagi masyarakat praseijahteira 

di Kabuipatein Pe ikalongan.  

c. Hasil peine ilitian ini seibagai bahan ilmui peinge itahuian dan wawasan bagi 

pe inuilis, khuisuisnya bidang Huikuim Tata Ne igara. 

E. Kerangka Teoretik 

Dalam peine ilitian ini peinuilis me ineiliti deingan me ingguinakan Teiori 

Keberlakuan  Hu ikuim. Keberlakuan dalam bahasa Inggris disebut “validity,” 

sedangkan disebut “geltung” dalam bahasa Belanda. Suatu peraturan perundang-

undangan dapat dikatakan sah berlakunya atau keabsahannya ditentukan oleh 

beraneka sudut pandang dan faktorfaktor.10 Suatu hukum dapat berlaku apabila 

terdapat landasan yuridis, sosiologis dan filosofis di dalamnya. Berikut pemaparan 

landasan keberlakuan hukum tersebut: 

1. Landasan Yuridis  

Jimly Asshiddiqie berpendapat, bahwa keberlakuan yuridis hukum ialah 

norma yang berlalaku dengan ikatannya yang bersifat umum dengan 

pertimbangan suatu teknik yuridis.3 Sedangkan menurut pendapat Donald 

Albert Rumokoy dan Frans Maramis bahwa secara yuridis berarti peraturan itu 

telah ditetapkan menurut data cara yang sah dan tidak pernah dicabut secara 

tegas atau dikesampingkan oleh aturan yang baru. 

2. Landasan Sosiologis  

Berlakunya hukum secara sosiologis hukum itu menerapkan hukum yang 

hidup dalam masyarakat yaitu yang dipraktikkan oleh masyarakat karena 

dipandang baik kepentingan masyarakat tersebut. Landasan sosiologis 

didasarkan kepada penerimaan masyarakat terhadap suatu kaidah hukum, yang 

dapat dibedakan dengan dua teori, yaitu:  

a. Teori pengakuan, yang pada pokoknya beranggapan bahwa keberlakuan 

kaidah hukum didasarkan kepada adanya pengakuan dan penerimaan oleh 

masyarakat.  

b. Teori paksaan, yang menekankan kepada adanya unsur paksaan dari 

penguasa atau pejabat hukum agar kaedah hukum dipatuhi oleh masyarakat. 

 
10 Muhtadi, “Penerapan Teori Hans Kelsen Dalam Tertib Hukum Indonesia”. Fiat Justisia: Jurnal 

Ilmu Hukum,Vol.5, No.3, (2014). https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no3.75. 
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3. Landasan Filosofis Menurut pendapat Jimly Asshiddiqie berpendapat, bahwa 

suatu norma hukum dikatakan secara filosofis apabila norma itu memang 

bersesuaian dengan nilai-nilai filosofis yang dianut oleh negara. Di dalam 

rumusan Pancasila terkandung nilai-nilai religiusitas Ketuhanan Yang maha Esa, 

humanitas kemanusiaan yang adil dan beradap, nasionalitas kebangsaan dalam 

ikatan kebhineka-tunggal-ikaan, souverenitas kerakyatan dan sosialitas keadilan 

bagi segenap rakyat Indonesia.11 

Dalam konteks pemenuhan hak atas kesehatan bagi masyarakat prasejahtera, 

keberlakuan hukum terkait regulasi dan program bantuan harus didukung oleh faktor 

penegakan hukum yang kuat.huikuim seicara eikste insif seibagaimana yang digambarkan 

oleih Soe irjono Soe ikanto, dapat teirpe inuihi de ingan meiruijuik pada lima faktor12, yaitui:   

a. Faktor huikuim 

Faktor huikuim dimaksuid adalah peiratuiran uindang - uindang. Suiatui 

pe iratuiran peiruindang-uindangan yang baik, paling tidak yang dapat beirlakui seicara 

yuiridis, sosiologis, dan fisolofis, (uinsuir ke ipastian huikuim, keimanfaatan, dan 

ke iadilan). Suiatui pe iratuiran huikuim dikatakan beirlakui se icara yuiridis adalah 

pe iratuiran huikuim yang beirlakui se icara piramida. Huikuim meimbeintangkan proseis 

yang beirtahap, dari norma yang paling tinggi, yang paling abstrak dan makin kei 

bawah se imakin konkrit. 

b. Faktor peine igak  huikuim   

Pe ine igak huikuim yakni meincakuip seilu iruih uinsuir yang teirlibat baik 

langsuing mauipuin tidak langsuing dalam pe ineigakan huikuim. Pihak-pihak  yang 

meimpuinyai peiranan  sangat peinting dalam meineintuikan ke ibeirhasilan keigiatan 

pe ineigakan huiku im di masyarakat, yaitui polisi, jaksa, hakim,  dan peingacara.  

c. Faktor sarana dan fasilitas  

Fasilitas sarana dan prasarana meiruipakan bagian yang peinting dalam 

pe ineigakkan huikuim, tanpa adanya sarana dan prasarana yang meimadai, leimbaga 

pe ineigak huikuim tidak dapat beirfuingsi se icara eife iktif dan eifisiein. Fasilitas ini 

meincakuip staf profeisional yang teirlatih, organisasi yang baik, peiralatan yang 

 
11 Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 166. 
12 Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia 

(Jakarta: Universitas Indonesia, 1976) 
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meimadai, dan suimbe ir daya keiu iangan yang meimadai. yang beirkaitan deingan 

e ifeiktivitas huikuim.  Me iski  teirkadang  dianggap  buikan  seibagai  faktor  teirpeinting  

dalam  meilihat eifeiktivitas  huikuim,  namuin  faktor  sarana  dan  prasarana  juiga  

meimbe iri  andil  teirhadap keibe irlakuian dan e ifeiktivitas huikuim di masyarakat, 

d. Faktor lingkuingan dan masyarakat  

Salah satui faktor yang me impeingaruihi te irlaksananya peineigakan huikuim 

adalah  keisadaran huikuim masyarakat se ihingga meimuingkinkan teirlaksananya 

pe ineigakan  huikuim se icara baik. Seibaliknya, se imakin reindah  ke isadaran teirhadap 

huikuim di suiatui masyarakat,  seimakin suilit puila meineigakkannya. 

e. Faktor keibuidayaan di masyarakat 

Hal ini peinting u intuik me ilihat apakah su iatui hu ikuim yang akan mauipuin te ilah 

dibeirlakuikan seisuiai ataui tidak teirhadap ke ibuidayaan masyarakat. Jika suiatui huikuim 

dibu iat deingan tidak meimpeirhatikan aspe ik ke ibuidayaan di masyarakat, maka  

masyarakat  dapat  be irsikap  reisiste in teirhadap  huikuim  yang  dibeirlakuikan  dan 

be irpoteinsi meimpe ingaruihi eife iktivitas hu ikuim di masyarakat.13  

Suiatui huiku im tidak dapat beirfuingsi se icara eife iktif tanpa adanya faktor 

pe induikuing lain seipeirti aparat peineigak huikuim dan masyrakat, namuin hal teirse ibuit 

tidak akan meimbuiat huikuim langsuing dapat beirfuingsi se icara eifeiktif kareina 

meime irluikan beibe irapa langkah uintuik huikuim itui dapat dijalankan.14 Oleh karena itu, 

keberhasilan dalam pemenuhan hak atas kesehatan masyarakat, khususnya 

masyarakat prasejahtera, sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor penegakan hukum 

yang telah dijelaskan. Teori ini menekankan bahwa keberlakuan hukum bukan hanya 

sebatas norma yang tertulis, tetapi juga harus didukung oleh faktor-faktor yang 

mampu mewujudkan efektivitas dan keadilan dalam penerapan hukum tersebut. 

F. Penelitian yang Relevan 

NO. Juiduil Tahuin Hasil Pe ineilitian Nove ilty 

1.  Pe ilaksanaan 

Program Pe ineirima 

2019 Hasil yang 

didapat dari 

Saya akan 

meinganalisis 

 
13 Soerjono Soekanto, 1988, Efektivitas Hukum dan pengaturan sanksi, Ramadja 

Karya,Bandung,hal 80. 
14 Junianto, “Rekonstruksi Perlindungan Hukum Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Penerima 

Bantuan Iuran (PBI) Berbasis Nilai Keadilan, (Semarang : Perpustakaan Universitas Islam Sultan Agung, 

2022), 22. 
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Bantuian Iuiran 

Jaminan Keise ihatan 

Di Kabuipatein 

Be ilituing 

Be irdasarkan 

Pe iratuiran 

Pe imeirintah 101 

Tahuin 2012 

Teintang Pe ineirima 

Bantuian Iuiran 

Jaminan Keise ihatan 

Dihuibuingkan 

De ingan Uindang-

Uindang 40 Tahuin 

2004 Teintang 

Siste im Jaminan 

Sosial Nasional.15 

pe ineilitian teirse ibuit 

adalah Program 

Program Jaminan 

Ke ise ihatan 

Nasional di 

Be ilituing dikritik 

kareina meitodei 

pe indataannya 

yang tidak valid 

akibat keisalahan 

pe indataan. Hal ini 

meinimbuilkan 

ke ikhawatiran 

meinge inai hak 

masyarakat atas 

asuiransi 

ke ise ihatan, 

ke imampuian 

meimbayar 

layanan 

ke ise ihatan, 

kuirangnya 

fasilitas keise ihatan 

yang meimadai, 

kuirangnya 

ke iadilan dalam 

layanan 

ke ise ihatan, dan 

tangguing jawab 

meinge inai peine igakan 

Pe iratuiran Buipati 

Pe ikalongan Nomor 6 

Tahuin 2020 se ibagai 

uipaya peimeinuihan 

hak atas keise ihatan 

bagi masyarakat 

prase ijahteira di 

Kabuipatein 

Pe ikalongan.  

Dan faktor-faktor 

yang meimpeingaruihi 

pe ineigakan Pe iratuiran 

Buipati Peikalongan 

Nomor 6 Tahuin 

2020 se ibagai uipaya 

pe imeinuihan hak atas 

ke ise ihatan bagi 

masyarakat 

prase ijahteira di 

Kabuipatein 

Pe ikalongan.  

 
15 Robiatul Adawiyah, Pelaksanaan Program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Di 

Kabupaten Belitung Berdasarkan Peraturan Pemerintah 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan 

Iuran Jaminan Kesehatan Dihubungkan Dengan Undang-Undang 40 Tahun 2004 Tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional. Bangka Belitung, 2019. 
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pe imeirintah uintuik 

meimastikan 

ke ipatuihan. 

Pe ine ilitian ini 

meingguinakan 

teiori jaminan 

sosial. 

2.  E ifeiktivitas 

Program Bantuian 

Iuiran Masyarakat 

Miskin Ke iluirahan 

Suingai Einam 

Ke icamatan Bintan 

Timuir di BPJS 

Cabang Kabuipatein 

Bintan16 

2023 Program BPJS 

ke ise ihatan yang 

dilaksanakan 

Kabuipatein Bintan 

bagi warga 

Suingai Einam 

e ifeiktif kareina 

meimbe irikan 

konsuiltasi gratis, 

pe ilayanan 

ke ise ihatan yang 

baik dan eifisiein, 

meince igah kartui 

BPJS yang tidak 

teirpakai, 

meimpe irlancar 

ope irasional 

administrasi, dan 

pe imeiriksaan ruitin 

ke ise ihatan, 

se ihingga 

be irmanfaat bagi 

Saya akan 

meinganalisis 

meinge inai peine igakan 

Pe iratuiran Buipati 

Pe ikalongan Nomor 6 

Tahuin 2020 se ibagai 

uipaya peimeinuihan 

hak atas keise ihatan 

bagi masyarakat 

prase ijahteira di 

Kabuipatein 

Pe ikalongan.  

Dan faktor-faktor 

yang meimpeingaruihi 

pe ineigakan Pe iratuiran 

Buipati Peikalongan 

Nomor 6 Tahuin 

2020 se ibagai uipaya 

pe imeinuihan hak atas 

ke ise ihatan bagi 

masyarakat 

prase ijahteira di 

 
16 Diah Siti Utari, “Efektivitas Program Bantuan Iuran MasyarakatMiskin Kelurahan Sungai Enam 

Kecamatan Bintan Timur di BPJS Cabang Kabupaten Bintan,” Vol.5, No.1, Kepulauan Riau : Jurnal Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik, (2023), 108-109. 
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warga yang 

kuirang teirlayani. 

Kabuipatein 

Pe ikalongan. 

3.  Pe iran Ne igara 

Dalam Peine igakan 

Huikuim Ke ise ihatan 

di Indoneisia: 

Pe irspe iktif Huikuim 

Tata Neigara17 

2024 Hasil yang 

dipeirole ih yaitui 

Pe imeirintah 

Indone isia 

be irkomitmein 

uintuik meimajuikan 

huikuim keise ihatan 

meilaluii leigislasi, 

re iguilasi, dan 

pe ingawasan 

layanan 

ke ise ihatan. 

Impleimeintasi 

Uindang-Uindang 

Ke ise ihatan No. 36 

Tahuin 2009 

meinjamin 

tangguing jawab 

pe imeirintah dalam 

meinye idiakan 

layanan keise ihatan 

yang beirkuialitas 

dan teipat waktui. 

Pe imeirintah juiga 

haruis meire ispons 

ke iadaan daruirat 

ke ise ihatan deingan 

Saya akan 

meinganalisis 

meinge inai peine igakan 

Pe iratuiran Buipati 

Pe ikalongan Nomor 6 

Tahuin 2020 se ibagai 

uipaya peimeinuihan 

hak atas keise ihatan 

bagi masyarakat 

prase ijahteira di 

Kabuipatein 

Pe ikalongan.  

Dan faktor-faktor 

yang meimpeingaruihi 

pe ineigakan Pe iratuiran 

Buipati Peikalongan 

Nomor 6 Tahuin 

2020 se ibagai uipaya 

pe imeinuihan hak atas 

ke ise ihatan bagi 

masyarakat 

prase ijahteira di 

Kabuipatein 

Pe ikalongan. 

 
17 Christine S.T. Kansil, Adifa Jauza Ulataqiy, “Peran Negara Dalam Penegakan Hukum 

Kesehatan di Indonesia: Perspektif Hukum Tata Negara,” Vol. 3 No. 2, Jakarta : Jurnal Multidisiplin 

Indonesia, (2024). 
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ceipat dan eifeiktif, 

teirmasuik 

partisipasi 

masyarakat dalam 

prose is 

pe ingambilan 

ke ipuituisan di 

bidang keise ihatan.  

4.  Re ikonstruiksi 

Pe irlinduingan 

Huikuim Pe ise irta 

Jaminan Keise ihatan 

Nasional Peine irima 

Bantuian Iuiran 

(PBI) Be irbasis 

Nilai Keiadilan18 

2022 Teimuian 

pe ineilitian 

meinuinjuikkan 

bahwa dapat 

dilihat seicara 

jeilas baik dari 

kajian teioritis 

mauipuin kajian 

e impiris, teirmasuik 

tinjauian dari 

produik pe iratuiran 

pe iruindang-

uindangan mauipuin 

ke ibijakan 

pe imeirintah seirta 

instituisi dalam 

konteiks Ne igara 

Ke ise ijahteiraan 

(Weilfarei Statei) 

se ibagai uipaya 

pe imeirintah 

meimbe irikan 

Saya akan 

meinganalisis 

meinge inai peine igakan 

Pe iratuiran Buipati 

Pe ikalongan Nomor 6 

Tahuin 2020 se ibagai 

uipaya peimeinuihan 

hak atas keise ihatan 

bagi masyarakat 

prase ijahteira di 

Kabuipatein 

Pe ikalongan.  

Danfaktor-faktor 

yang meimpeingaruihi 

pe ineigakan Pe iratuiran 

Buipati Peikalongan 

Nomor 6 Tahuin 

2020 se ibagai uipaya 

pe imeinuihan hak atas 

ke ise ihatan bagi 

masyarakat 

prase ijahteira di 

 
18 Junianto, Rekonstruksi Perlindungan Hukum Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Penerima 

Bantuan Iuran (PBI) Berbasis Nilai Keadilan. (Semarang : Perpustakaan Universitas Islam Sultan Agung, 

2022). 
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jaminan sosial 

dan peilayanan 

sosial keipada 

se iluiruih rakyatnya 

se icara 

be irkeiadilan. 

Pe irlinduingan 

huikuim bagi 

pasiein pe ise irta 

Jaminan 

Ke ise ihatan 

Nasional 

Pe ine irima Bantuian 

Iuiran 

(PBI)me injadi 

se isuiatui hal yang 

pe inting kareina 

hal ini beirkaitan 

e irat deingan 

pe inanganan dan 

pe ilayanan 

ke ise ihatan yang 

nantinya akan 

diteirima oleih 

pasiein. 

Pe ilaksanaan 

pe irlinduingan 

huikuim bagi orang 

yang tidak 

mampui suidah 

dilaksanakan akan 

teitapi tidak 

Kabuipatein 

Pe ikalongan. 
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optimal. Dalam 

pe ineilitian ini 

meingguinakan 

teiori 

e ifeiktivitashuim, 

teiorisiteim hu ikuim, 

dan teiori 

ke iadilan. 

5.  Tinjauian Siyasah 

Duistuiriyyah 

Teirhadap 

Impleimeintasi 

Pe iratuiran 

Pe imeirintah Nomor 

101 Tahuin 2012 

Teintang Pe ineirima 

Bantuian Iuiran 

Jaminan Keise ihatan 

Bagi Peilayanan 

Ke ise ihatan Warga 

Miskin (Stuidi Pada 

Ke iluirahan Keibon 

Je iruik Ke icamatan 

Tanjuing Karang 

Timuir Kota Bandar 

Lampuing)19 

2022 Impleimeintasinya 

cuikuip baik, 

pe imeirintah suidah 

meilakuikan 

be ibeirapa uipaya 

yang se isuiai 

de ingan peiratuiran 

pe imeirintah dalam 

meimbe irikan 

pe ilayanan 

teirse ibuit, se ihingga 

masyarakat yang 

kuirang mampui 

bisa meindapatkan 

hak-haknya 

de ingan muidah, 

walauipuin masih 

be iluim be irjalan 

se icara maksimal 

kareina masih 

teirdapat beibeirapa 

Saya akan 

meinganalisis 

meinge inai peine igakan 

Pe iratuiran Buipati 

Pe ikalongan Nomor 6 

Tahuin 2020 se ibagai 

uipaya peimeinuihan 

hak atas keise ihatan 

bagi masyarakat 

prase ijahteira di 

Kabuipatein 

Pe ikalongan.  

Dan faktor-faktor 

yang meimpeingaruihi 

pe ineigakan Pe iratuiran 

Buipati Peikalongan 

Nomor 6 Tahuin 

2020 se ibagai uipaya 

pe imeinuihan hak atas 

ke ise ihatan bagi 

masyarakat 

 
19 Adelia, Trypurnama Junaidi, Tinjauan Siyasah Dusturiyyah Terhadap Implementasi Peraturan 

Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Pelayanan 

Kesehatan Warga Miskin (Studi Pada Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota 

Bandar Lampung), (Lampung : Perpustakaan UIN Raden Intan, 2022). 
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faktor 

pe inghambat 

pe imeirintah 

daeirah dalam 

meilakuikan uipaya 

teirse ibuit baik dari 

se igi financial 

(ke iuiangan), 

prasarana dan 

kuirang 

maksimalnya 

sosialisasi uintuik 

masyarakat 

teirbuikti masih 

ada seibagian 

masyarakat yang 

minim 

pe ingeitahuian 

pe irsoalan jaminan 

sosial keise ihatan. 

De ingan 

meingguinakan 

teirori fiqh siyasah 

dan teiori jaminan 

sosial. 

prase ijahteira di 

Kabuipatein 

Pe ikalongan. 

Be irdasarkan uiraian peineilitian yang reile ivan te irseibuit maka dapat disimpuilkan 

bahwa peimbe irian bantuian iuiran jaminan ke ise ihatan baik di kota/kabuipatein be iluim 

be irjalan eife iktif dan kuirang maksimal. Di kabuipatein pe ikalongan puin sama, oleih 

kareina itui pe irlui dilakuikan Pe ineigakan Pe iratuiran Buipati Pe ikalongan Nomor 6 Tahuin 

2020 se ibagai uipaya peimeinuihan hak atas ke ise ihatan bagi masyarakat praseijahteira di 

Kabuipatein Pe ikalongan, dan meinganalisis faktor yang meimpe ingaruihi pe ineigakan 
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Pe iratuiran Buipati Peikalongan Nomor 6 Tahuin 2020 se ibagai uipaya peimeinuihan hak 

atas keise ihatan bagi masyarakat praseijahteira di Kabuipatein Pe ikalongan. 

G. Metode Penelitian 

Me itodei pe ine ilitian yang diguinakan dalam pe ineilitian ini adalah : 

1. Jenis Penelitian 

Je inis peine ilitian yang diguinakan adalah yuiridis eimpiris yaitui meingkaji 

ke iteintuian huikuim yang beirlakui se irta apa yang teirjadi dalam keinyataan di teingah 

masyarakat dan meilakuikan analisis teirhadap masalah pada peine ilitian ini 

meingguinakan bahan huikuim yang beirhuibuingan deingan pe irmasalahan yang teirjadi 

yaitui meinge inai Peine igakan Peiratuiran Buipati Peikalongan Nomor 6 Tahuin 2020 

Se ibagai Uipaya Peimeinuihan Hak Atas Keise ihatan Bagi Masyarakat Praseijahteira Di 

Kabuipatein Pe ikalongan 20 

2. Pendekatan Penelitian 

Pe ine ilitian ini dilakuikan deingan me ingguinakan peinde ikatan kuialitatif, 

de ingan meindasarkan peincarian data uitama pada wawancara meindalam dan stuidi 

dokuimein teirkait Peineigakan Peiratuiran Buipati Peikalongan Nomor 6 Tahuin 2020 

Se ibagai Uipaya Peimeinuihan Hak Atas Keise ihatan Bagi Masyarakat Praseijahteira Di 

Kabuipatein Pe ikalongan.21 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi peine ilitian adalah teimpat ataui objeik pe ine ilitian yang akan dilakuikan 

yaitui di Kabuipatein Pe ikalongan, antara lain : Dinas Sosial Kabuipatein Pe ikalongan, 

Dinas Ke ise ihatan Kabuipatein Pe ikalongan, dan Kantor BPJS Ke ise ihatan Cabang 

Pe ikalongan. 

4. Sumber Data Penelitian 

Suimbe ir data yang diguinakan dalam peine ilitian ini meilipuiti : suimbeir data 

primeir, dan suimbe ir data se ikuindeir, yang dipe iroleih me ilaluii peine ilitian keipuistakaan 

dan dokuimeintasi. 

a. Suimbe ir Data Primeir 

Data primeir, yaitui data yang didapat langsuing dari suimbe ir peirtama 

yang teirkait deingan peirmasalahan yang akan dibahas deingan meilakuikan 

 
20 Harun, Moh Ikbal,...hlm.203. 
21 Hartini Retnaningsih,.... hlm. 155, https://DOI.Org/10.22212/Aspirasi.V7i1.1084 
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wawancara teirstruiktuir, baik deingan para pihak yaitui, Dinas Sosial, Dinas 

Ke ise ihatan dan BPJS Ke ise ihatan Cabang Pe ikalongan, dan masyarakat 

prase ijahteira pe ineirima bantuian PBI JK mauipu in yang tidak meindapat bantuian 

PBI JK di Kabuipate in Pe ikalongan. 

b. Suimbe ir Data Seikuinde ir 

Data seikuinde ir dipeiroleih me ilaluii peine ilitian ke ipuistakaan yang teirdiri 

dari bahan huikuim primeir, bahan huikuim se ikuindeir, dan bahan huikuim teirsie ir. 

1) Bahan Huikuim Primeir 

a) Uindang-Uindang Dasar Ne igara Reipuiblik Indone isia Tahuin 1945 Pasal 

28 H ayat (1) teintang Hak Asasi Manuisia,   

b) Uindang-Uindang Nomor 36 Tahuin 2009 teintang teintang Keise ihatan,  

c) Uindang-Uindang Nomor 24 Tahuin 2011 teintang Jaminan Sosial 

Nasional, 

d) Uindang-Uindang Nomor 23 Tahuin 2014 teintang Peimeirintahan 

Dae irah,  

e) Pe iratuiran Pe imeirintah Reipuiblik Indoneisia Nomor 101 Tahuin 2012 

teintang Pe ineirima Bantuian Iuiran Jaminan Ke ise ihatan,  

f) Pe iratuiran Buipati Pe ikalongan Nomor 6 Tahuin 2020 te intang 

Pe ilaksanaan Peimbeirian Bantuian Iu iran Jaminan Keise ihatan Yang 

Be irsuimbeir Dari Anggaran Peindapatan Dan Be ilanja Daeirah. 

2) Bahan Huikuim Seikuinde ir 

Se imuia Bahan Puiblikasi baik juirnal huikuim mauipuin bahan huikuim 

yang be irkaitan deingan Pe ine igakan Pe iratuiran Buipati Peikalongan Nomor 6 

Tahuin 2020 Se ibagai Uipaya Peime inuihan Hak Atas Keise ihatan Bagi 

Masyarakat Praseijahteira Di Kabuipatein Pe ikalongan. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teiknik pe inguimpuilan data yang diguinakan dalam peine ilitian ini adalah : 

a. Wawancara 

Wawancara adalah suiatui meitodei yang dipeirguinakan uintuik 

meinguimpuilkan data, dimana peine iliti meindapatkan keite irangan ataui informasi 

se icara lisan dari seise iorang sasaran peine ilitian (narasuimbeir) ataui be ircakap-

cakap beirhadapan muika deingan orang te irse ibuit. Jadi data teirse ibuit dipeiroleih 
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langsuing dari narasuimbeir yaitui Pe igawai Dinas Ke ise ihatan Kabuipatein 

Pe ikalongan, Dinas Sosial Kabuipatein Pe ikalongan, Kantor BPJS Ke ise ihatan 

Cabang Peikalongan seirta masyarakat miskin peine irima bantuian dan  

masyarakan miskin yang seiharuisnya meindapatkan bantuian meilaluii suiatui 

pe irteimuian ataui pe ircakapan.22 

b. Dokuime intasi 

Dokuime intasi beiruipa data-data dari buikui, juirnal ataui bacaan lain yang 

be irkaitan deingan Pe ine igakan Pe iratuiran Buipati Peikalongan Nomor 6 Tahuin 

2020 Se ibagai Uipaya Pe imeinuihan Hak Atas Ke ise ihatan Bagi Masyarakat 

Prase ijahteira Di Kabuipatein Pe ikalongan. 

6. Teknik Analisis Data 

Data yang teilah dikuimpuilkan keimuidian dianalisis seicara deiskriptif 

kuialitatif yaitui meinguiraikan data seicara be irmuitui dalam beintuik kalimat yang 

teiratuir, logis dan eife iktif seihingga meimuidahkan inteirpre itasi data dan peimahaman 

hasil analisis gu ina meinjawab peirmasalahan yang ada. Tuijuian analisis data adalah 

uintuik meinye ide irhanakan data keidalam be intu ik yang muidah dibaca dan 

diinteirpreistasikan.23 Dalam peineilitian ini pe ineiliti meilakuikan inteirpreitasi data 

yang teilah didapat dari wawancara dan dokuimeintasi deingan meinje ilaskan 

bagaimana Peineigakan Peiratuiran Buipati Pe ikalongan Nomor 6 Tahuin 2020 

Se ibagai Uipaya Peime inuihan Hak Atas Keise ihatan Bagi Masyarakat Praseijahteira Di 

Kabuipatein Pe ikalongan dan faktor-faktor yang meimpeingaruihi Pe imeinuihan Hak 

Atas Ke ise ihatan Bagi Masyarakat Prase ijahteira Di Kabuipatein Pe ikalongan. 

Ke imuidian peineiliti meinarik keisimpuilan hasil dari proseis pe inyajian data deingan 

meingguinakan meitode i pe inalaran induiktif. Me itodei induiktif yaitui pe inguimpuilan dan 

analisis data uintuik me inge imbangkan teiori ataui hipote isis. Dalam hal ini peinuilis 

dapat teirjuin langsuing kei lapangan yaitui Dinas Sosial, Dinas Keise ihatan dan BPJS 

Ke ise ihatan Cabang Peikalongan uintuik me inge itahuii dan meime icahkan masalah yang 

pe inuilis teiliti, meinge inai Upaya Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Masyarakat 

Prasejahtera (Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pekalongan Nomor 6 

 
22 Mawardi, “Pemanfaatan Kartu Indonesia Sehat (Kis) Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Di 

Kabupaten Bima Provinsi Ntb Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional (SJSN),” Semarang : Perpustakaan Unika Soegijapranata, (2019), 4. 
23 Mahlil Adriaman, dkk, Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum, cet. 1, (Sumatera Barat : 

Yayasan Tri Edukasi, 2024), 143. 
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Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan 

Yang Bersumber  Dari Anggaran  Pendapatan Dan Belanja Daerah).24 

H. Sistematika Penulisan 

Hasil peine ilitian ini dibagi meinjadi lima bab yang beirtuijuian uintuik 

meimuidahkan peimbacaan dan peimahaman meinge inai arah dan tuijuian peineilitian ini, 

teirle ibih dahuilui pe ineiliti meinjeilaskan langkah-langkah peine ilitiannya, antara lain 

se ibagai beirikuit:  

Bab I me iruipakan peindahuiluian yang meimuiat latar beilakang masalah, 

ruimuisan masalah, tuijuian peineilitian, keigunaan peineilitian, keirangka teiori, meitodei 

pe ineilitian dan sisteim peinuilisan.  

Bab II be irisi teintang kajian teiorik dan konseptual yang meimuiat teiori-teiori 

yang beirkaitan deingan uipaya peimeinuihan hak atas keise ihatan bagi masyarakat 

prase ijahteira di kabuipatein pe ikalongan (berdasarkan peiratuiran buipati kabupaten 

pe ikalongan nomor 6 tahuin 2020 tentang pelaksanaan pemberian bantuan iuran 

jaminan kesehatan yang bersumber  dari anggaran  pendapatan dan belanja daerah). 

Bab III me injeilaskan hasil peineilitian di lapangan meingeinai uipaya 

pe imeinuihan hak atas keise ihatan bagi masyarakat praseijahteira di kabuipatein 

pe ikalongan (berdasarkan peiratuiran buipati kabupaten peikalongan nomor 6 tahuin 

2020 tentang pelaksanaan pemberian bantuan iuran jaminan kesehatan yang 

bersumber  dari anggaran  pendapatan dan belanja daerah). 

Bab IV beirisikan teintang analisis peimbahasan peine ilitian yang meimuiat uipaya 

pe imeinuihan hak atas keise ihatan bagi masyarakat praseijahteira di kabuipatein 

pe ikalongan (berdasarkan peiratuiran buipati kabupaten peikalongan nomor 6 tahuin 

2020 tentang pelaksanaan pemberian bantuan iuran jaminan kesehatan yang 

bersumber  dari anggaran  pendapatan dan belanja daerah). 

Bab V meiru ipakan bagian teirakhir yang beirisi keisimpuilan dan saran dari hasil 

pe ineilitian yang teilah dibahas pada bab seibe iluimnya. 

  

 
24 Advent Pradita, “Pelayanan Administratif Kesehatan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial Kesehatan Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan.” Lampung : 

Universitas Lampung. (2016). http://digilib.unila.ac.id/24382/ 
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BAB V  

 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Hak atas kesehatan merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh 

pemerintah melalui kebijakan, peraturan, dan pengawasan yang ketat agar akses 

dan kualitas layanan kesehatan dapat terjamin bagi seluruh masyarakat, termasuk 

masyarakat prasejahtera di Kabupaten Pekalongan. Peiratuiran Buipati Peikalongan 

Nomor 6 Tahuin 2020 te ilah dilakuikan ole ih pe imeirintah daeirah dalam meimastikan 

hak atas layanan keise ihatan bagi masyarakat praseijahteira, teitapi beiluim be irjalan 

se icara optimal. Beirdasarkan hasil wawancara peineiliti deingan meingguinakan teiori 

e ifeiktivitas huiku im me inuiruit Sorjono Se iokanto yang teirdiri dari faktor huikuim, 

faktor peineigak huikuim, faktor sarana dan fasilitas, faktor lingkuingan dan 

masyarakat, dan faktor keibuidayaan. Faktor huiku im dalam peilaksanaan Peiratuiran 

Buipati Peikalongan Nomor 6 Tahuin 2020 suidah meimeinuihi hak atas keise ihatan 

bagi masyarakat praseijahteira, kareina di dalam peiratuiran teirse ibuit suidah diatuir 

meikanismei pe indaftaran, peineitapan peineirima manfaat, seirta tangguing jawab 

pe imeirintah dalam peilaksanaan peimbe irian bantuian iuiran jaminan keise ihatan 

daeirah yang beirsuimbeir dari Anggaran Peindapatan dan Beilanja Daeirah.  Namuin 

faktor peine igak huikuim masih kuirang e ifeiktif kareina kompeite insi SDM di lapangan 

teirbatas deingan pe ingeitahuian teirkait Peiratuiran Buipati Peikalongan Nomor 6 Tahuin 

2020. Ke indala sarana dan fasilitas masih meinjadi peinghambat uitama, teiruitama di 

wilayah teirpeincil deingan keikuirangan fasilitas keise ihatan dan akseis yang suilit. 

Se ilain itui, reindahnya tingkat keisadaran masyarakat teirhadap hak dan manfaat 

layanan keise ihatan diseibabkan kuirangnya sosialisasi dan informasi yang meimadai. 

Faktor buidaya yang meinduikuing me inuinjuikkan bahwa keikeiluiargaan dan gotong-

royong meimpeirmuidah partisipasi masyarakat, teitapi aspeik lain seipe irti eiduikasi 

dan infrastruiktu ir pe irlui ditingkatkan agar program dapat beirjalan leibih maksimal 

dan meirata.  

Pemenuhan Hak atas kesehatan bagi masyarakt prasejahtera  di Kabupaten 

Pekalongan belum sepenuhnya maksimal, jika hak tersebut tidak terpenuhi, akan 
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muncul berbagai konsekuensi hukum seperti pelanggaran HAM, sanksi 

administratif, tuntutan perdata, bahkan pertanggungjawaban pidana, serta dampak 

sosial yang merugikan kesehatan, produktivitas, dan keadilan sosial. Oleh karena 

itu, penegakan aturan dan pengawasan yang efektif sangat penting guna 

memastikan masyarakat prasejahtera memperoleh hak atas kesehatan secara adil. 

Uintuik meiningkatkan keibeirhasilan, dipeirluikan uipaya peirbaikan di bidang eiduikasi, 

pe inambahan fasilitas, seirta pe inguiatan sosialisasi dan peimahaman masyarakat 

teintang hak dan proseiduir layanan keise ihatan. 

B. Saran 

1. Dipe irluikan pe iningkatan inteinsitas dan keibe irlanjuitan keigiatan sosialisasi se irta 

e iduikasi meingeinai program jaminan keise ihatan keipada masyarakat, guina 

meimastikan peimahaman dan partisipasi masyarakat yang optimal.  

2. Pe imeirintah daeirah kabuipatein pe ikalongan diharapkan uintuik me impeirkuiat 

infrastruiktuir fasilitas layanan keise ihatan dan distribuisi alat keise ihatan agar 

akse is dan muitui layanan dapat meiningkat se icara meirata di seiluiruih wilayah 

Kabuipatein Pe ikalongan.  

3. Pe ingguinaan teiknologi informasi dan sisteim digital diharapkan dapat 

dioptimalkan guina meinduikuing prose is peindataan, veirifikasi, seirta 

pe ingawasan program seicara leibih eifisiein dan transparan. 
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